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Kata Pengantar

alam dinamika keragaman sosial yang melibatkan masyarakat

multietnik dan transmigrasi, konsep moderasi beragama memegang
peran penting sebagai landasan yang mendasari kehidupan beragama
yang harmonis dan inklusif. Moderasi beragama tidak hanya menjadi
sebuah strategi, melainkan juga sebuah filosofi yang menggambarkan
kebijaksanaan dalam menjalankan kehidupan beragama di tengah
pluralitas budaya dan etnis. Sebagai suatu pendekatan yang menekankan
pada pemahaman yang mendalam, toleransi, dan saling penghormatan
antarberagama, moderasi beragama menjadi perekat sosial yang kuat,
memungkinkan masyarakat multietnik dan transmigrasi untuk hidup
bersama dalam keberagaman tanpa kehilangan esensi khas budaya dan

keberagaman agama masing-masing.

Dalam konteks masyarakat multietnik, moderasi beragama bukan
hanya tentang mengelola perbedaan keyakinan, tetapi juga menggali potensi
keberagaman sebagai sumber kekuatan bersama. Dengan merangkul
prinsip-prinsip moderasi beragama, masyarakat dapat mengatasi potensi
konflik dan membangun fondasi yang kokoh untuk kerja sama lintas
etnis dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi,
hingga urusan sosial. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan pola
pembinaan moderasi beragama di masyarakat multietnik dan transmigrasi,
tidak hanya menjadi suatu inovasi lokal, tetapi juga kontribusi berharga
dalam menghadapi tantangan global terkait kerukunan antarumat
beragama dan keberlanjutan hidup bersama dalam keragaman.
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BAB |

Prawacana: Moderasi Beragama
pada Masyarakat Multietnik dan
Transmigrasi

ebhinekaan, sebagai kekayaan budaya yang menandai identitas

bangsa Indonesia, melibatkan beragam aspek seperti suku, ras, etnik,
agama, seni, adat istiadat, bahasa, dan daerah. Manajemen yang efektif
terhadap kebhinekaan ini akan menghasilkan berkah bagi Indonesia,
memperkuat hubungan yang saling menguntungkan antarsegmen
masyarakat (mutualisme). Sebaliknya, jika kebhinekaan tidak dikelola
dengan baik, dapat menjadi sumber perpecahan dan konflik yang merusak
sendi-sendi kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia (Haryanto,
2013).

Keragaman budaya dan agama masyarakat Indonesia, yang diwakili
dalam konsep kebhinekaan, semakin tersebar merata ke berbagai pulau
besar di Indonesia melalui program transmigrasi. Program transmigrasi
merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk
mendistribusikan penduduk ke berbagai wilayah, terutama di luar Pulau
Jawa. Kebijakan ini telah berlangsung sejak tahun 1950-an dengan tujuan
utama mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya alam di daerah-daerah lain.

Sejak masa Orde Baru hingga program Pelita II, tujuan transmigrasi
tidak hanya terbatas pada pemerataan penduduk, melainkan juga
mencakup upaya pemenuhan tenaga kerja dalam proyek pembangunan di



daerah-daerah yang mengalami kekurangan sumber daya manusia. Secara
umum, perpindahan masyarakat dari pulau Jawa, Bali, dan Lombok ke
wilayah transmigrasi didorong oleh faktor ekonomi, dengan tujuan untuk
mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada sebelumnya.

Dengan demikian, tujuan transmigrasi memiliki dimensi ganda
karena berhasil menyebarkan penduduk secara merata, mengurangi
kepadatan di Pulau Jawa, dan sekaligus memperluas usaha pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini mencakup baik
masyarakat lokal maupun pendatang transmigrasi. Pemanfaatan sumber
daya potensial yang berdayaguna sesuai dengan tujuan pelaksanaan
transmigrasi dapat diperoleh melalui jaringan individual secara mandiri
maupun secara kolektif yang terlembagakan sebagai modal sosial dalam
masyarakat multietnik (Pierre Bourdieu, 1987).

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan transmigrasi, pemerintah
telah melakukan persiapan yang mencakup beberapa aspek, seperti
penetapan daerah transmigrasi, penyediaan lahan untuk usaha dan
pemukiman, penyelesaian masalah pemilikan tanah, pembangunan
prasarana jalan dan sarana angkutan, fasilitas produksi, pendidikan,
serta prasarana sosial yang dibutuhkan di daerah transmigrasi. Selain
itu, juga dilakukan upaya untuk mengintegrasikan transmigrasi dengan
penduduk lokal setempat.

Sulawesi Tengah, sebagai salah satu provinsi yang menjadi fokus
program transmigrasi di Indonesia, memiliki karakteristik unik dalam
hal geografi, demografi, dan modal sosial. Dari segi geografis, provinsi
ini dapat diakses melalui berbagai jalur darat, laut, dan udara, sementara
juga menampilkan keragaman etnis, seni, bahasa, adat istiadat, dan agama.
Selain itu, Sulawesi Tengah kaya akan sumber daya alam, terutama nikel.
Provinsi tersebut juga dikenal sebagai wilayah dengan lahan subur yang
dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Selama periode tahun 1981-2022, kehidupan masyarakat transmigrasi
terus berkembang dan mengalami dinamika, termasuk terjadinya
pembauran sosial antara masyarakat pendatang dari Jawa, Bali, dan
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Lombok dengan Suku Bugis, Gorontalo, Manado, dan Suku Saluan sebagai
penduduk asli mayoritas. Agama yang dianut sejak awal mencakup Islam,
Kristen, dan Hindu. Meskipun tinggal di daerah transmigrasi, mereka
tetap mempertahankan agama dan identitas budaya masing-masing.

Dalam konteks masyarakat dengan latar belakang budaya dan
agama yang beragam, pembinaan moderasi beragama menjadi penting
untuk menciptakan harmoni, toleransi, dan integrasi sosial antar umat
beragama. Moderasi beragama membantu mengurangi potensi konflik,
mempromosikan saling pengertian, menghormati, dan peduli, sehingga
terbentuk sikap beragama inklusif antar masyarakat berbeda etnis.

Perbedaan agama di masyarakat multietnik transmigrasi dapat
menimbulkan benturan, ketegangan, dan konflik sosial antarwarga.
Perbedaan pemahaman agama, ritual keagamaan, dan nilai budaya menjadi
potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat
multietnik transmigrasi. Konflik semacam ini berdampak negatif pada
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kehadiran masyarakat multietnik transmigrasi menciptakan beragam
tantangan dan peluang, terutama dalam konteks pembinaan moderasi
beragama. Masyarakat multietnik transmigrasi, yang berbeda secara
budaya dan agama, dapat menimbulkan potensi ketegangan berbau agama
dan menghadapi masalah pada aspek perbedaan budaya, bahasa, dan adat
istiadat dengan penduduk lokal. Keragaman etnis juga membawa potensi
konflik sosial, ketidaksetaraan, dan kesenjangan dalam aspek ekonomi.

Di samping itu, masyarakat multietnik transmigrasi mudah
menghadapi tantangan integrasi sosial, ketegangan, dan diskriminasi
budaya, terutama dalam konteks adaptasi terhadap budaya lokal, nilai-
nilai, dan agama di daerah tujuan. Realitas ini dapat memicu konflik
sosial yang berdampak negatif pada stabilitas sosial dan menyebabkan
disharmoni antar komunitas agama yang berbeda.

Dalam rangka memahami dan mengatasi tantangan serta potensi
konflik yang ada, pengkajian mengenai pembinaan moderasi beragama
pada masyarakat multietnik transmigrasi adalah langkah relevan dan
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kontekstual. Pengkajian ini dapat mempromosikan harmoni sosial
melalui kerjasama mutualistik antar masyarakat multietnik transmigrasi
di wilayah. Modal sosial masyarakat multietnik ini pada giliran dapat
memperkuat integrasi dan stabilitas nasional bangsa Indonesia.

Pembinaan moderasi beragama dalam setting sosial masyarakat
multietnik transmigrasi bertujuan untuk menciptakan budaya hidup
yang damai dalam perbedaan, hidup berdampingan dengan saling
menghormati, memahami, mendukung, dan saling memperkuat satu sama
lain tanpa memandang perbedaan etnis dan agama. Kekuatan landasan
sosial semacam ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta
mendorong perkembangan sosial dan ekonomi yang lebih maju di wilayah

transmigrasi.

Dengan demikian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, forum
keagamaan, organisasi sosial, pemimpin agama, tokoh masyarakat, tokoh
adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda memiliki peran penting dalam
pembinaan moderasi beragama di masyarakat multietnik transmigrasi,
yang menjadi subyek penelitian ini. Kemitraan sinergis antara pemerintah
dan masyarakat tercermin dalam penyelenggaraan berbagai program
edukasi tentang toleransi, harmoni beragama, ceramah bernuansa moderat,
interaksi kehidupan lintas agama, acara kebudayaan, pertunjukan seni,
kompetisi bidang olahraga, dan pelatihan ekonomi kecil yang melibatkan
berbagai etnis dan umat beragama secara setara.

Meskipun masyarakat multietnik transmigrasi memiliki potensi
konflik atau ketegangan yang besar, pengkajian yang mendalam tentang
pola pembinaan moderasi beragama pada masyarakat transmigrasi
menjadi krusial. Dalam konteks ini, pembinaan moderasi beragama
dianggap sebagai pendekatan untuk mempromosikan pemahaman dan
toleransi antar budaya dan agama, serta mencegah radikalisasi atau
ekstremisme, yang sangat penting dilakukan.

Pembinaan moderasi beragama dapat memperkuat pemahaman
agama yang lebih inklusif dan damai, baik antar kelompok etnis maupun
agama yang berbeda. Program ini juga sejalan dengan inisiatif pemerintah

4 Moderasi Beragama pada Masyarakat Multietnik dan Transmigrasi



yang dijalankan oleh Kementerian Agama RI. Selain itu, pembinaan
moderasi menjadi krusial untuk meredam politik identitas yang
berfokus pada aspek agama, yang memiliki potensi memicu intoleransi
dan kekerasan terhadap komunitas yang berbeda. Kondisi semacam ini
rentan terjadi dalam masyarakat multietnik transmigrasi, dan kegiatan
pembinaan moderasi beragama menjadi solusi yang diperlukan.

Pola pembinaan moderasi beragama pada masyarakat multietnik
transmigrasi memerlukan transformasi pemikiran keagamaan dengan
mengubah paradigma dari yang eksklusif menjadi inklusif dan pluralis.
Dalam konteks ini, pendekatan pendidikan inklusif dan dialog kultural
menjadi strategi efektif untuk membina moderasi beragama. Melalui
edukasi keragaman inklusif, masyarakat dapat memahami nilai-nilai
keagamaan secara lebih toleran, moderat, dan terbuka. Sementara itu,
dialog kultural membuka ruang diskusi terbuka untuk memahami
persamaan dan perbedaan antarumat beragama.

Secara struktural, pranata dan sistem sosial seperti lembaga
pendidikan memiliki peran utama dalam upaya melestarikan budaya
dan nilai-nilai luhur untuk mencegah dampak negatif dari perkembangan
dan percampuran etnis tersebut. Strategi yang dapat dilakukan untuk
menanggulangi munculnya masalah mencakup pendidikan yang
menekankan pendekatan inklusif sesuai dengan muatan dan tujuan
pendidikan nasional.

Pada tataran ideal, pendidikan memiliki peran dan fungsi penting
dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat multietnik yang
harmonis. Melalui pendidikan, setiap individu dari berbagai etnis dan
agama diharapkan memiliki pemahaman dan sikap yang menghargai
nilai-nilai agama, norma budaya luhur bangsa Indonesia, dan kearifan
lokal sebagai etika sosial masyarakat multietnik.

Tujuan dan capaian hasil pendidikan tersebut diuraikan dalam
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yang berbunyi:
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“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara”.

Melalui penanaman pendidikan sejak dini, anak, remaja, orang tua,
dan masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk berinteraksi serta
menjunjung tinggi norma-norma sosial dalam masyarakat, sehingga
mencapai kesejahteraan hidup yang aman dan damai.

Dari pengamatan awal, terlihat bahwa masyarakat multietnik
transmigrasi telah mengalami kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan
sosial. Hal ini termanifestasi dalam pembangunan infrastruktur jalan
utama yang beraspal, adanya rumah ibadah yang megah untuk semua
agama, perumahan masyarakat yang besar dan terbuat dari beton, lembaga
pendidikan yang lengkap, sentra-sentra perekonomian yang ramai,
beragam momen seni budaya lintas agama yang inklusif, dan keterlibatan
aktif para tokoh dalam merawat persatuan dan kebersamaan secara
sinergis. Kondisi-kondisi tersebut menjadi indikator nyata keberhasilan
masyarakat multietnik transmigrasi di wilayah ini dalam meningkatkan
taraf hidup mereka dibandingkan dengan daerah asalnya.

Dengan demikian, pembahasan ini berusaha mengungkapkan
dinamika dan pola pembinaan moderasi beragama di masyarakat
multietnik transmigrasi. Aspek-aspek yang dicakup melibatkan beberapa
aspek, seperti aktivitas keagamaan masyarakat transmigrasi, pola interaksi
sosial umat beragama, peran pemimpin agama, partisipasi pejabat
pemerintah, dan peran tokoh masyarakat dalam pembinaan antarumat
beragama. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi faktor peluang
dan tantangan dalam pembinaan moderasi beragama di wilayah ini.

Kajian ini memiliki relevansi sosial yang besar karena dapat
membantu masyarakat multietnik transmigrasi dan pemerintah dalam
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menjaga stabilitas dan perdamaian di daerah dengan keragaman etnisitas
dan keagamaan yang tinggi. Kehidupan masyarakat multietnik yang
toleran, damai, dan hidup saling berdampingan dalam perbedaan menjadi
fenomena menarik untuk diteliti. Pembahasan ini memiliki urgensi dalam
mengungkapkan pola pembinaan moderasi beragama pada masyarakat
multietnik transmigrasi.
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BAB i

Kajian Konseptual Moderasi

Pengertian dan Batasan Moderasi

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin moderdtio yang artinya adalah
keseimbangan atau ketengahan, tidak berlebihan dan tidak kurang.
Istilah ini juga mencakup penguasaan diri untuk menghindari sikap
yang berlebihan, baik kelebihan maupun kekurangan. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki dua makna, yaitu
pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Jika seseorang
disebut bersikap moderat, itu berarti bahwa orang tersebut bersikap
dengan wajar, normal, dan tidak ekstrem.

Dalam bahasa Inggris, istilah moderation sering digunakan dengan
arti rata-rata, inti, standar, atau tidak berpihak. Secara umum, “moderat”
mencerminkan penekanan pada keseimbangan dalam keyakinan, moral,
dan karakter, baik dalam memperlakukan individu maupun berinteraksi
dengan lembaga negara.

Dalam bahasa Arab, konsep moderasi disebut dengan istilah wasath
atau wasathiyah, yang memiliki makna yang sebanding dengan tawassuth
(tengah-tengah), i'tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Seseorang yang
menerapkan prinsip wasathiyah dapat disebut sebagai wasith. Di dalam
bahasa Arab, wasathiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Meskipun
menggunakan berbagai kata, semuanya mengandung makna yang sama,
yaitu adil, yang dalam konteks ini mengacu pada pemilihan posisi tengah



di antara berbagai pilihan ekstrem. Bahkan, kata wasith telah diadopsi
ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata wasit dengan tiga makna, yaitu:
1) penengah, perantara (contohnya dalam perdagangan atau bisnis);
2) pelerai (pemisah, pendamai) antara pihak yang berselisih; dan 3)
pemimpin dalam pertandingan.

Menurut ahli bahasa Arab, kata wasath juga memiliki arti segala yang
baik sesuai dengan objeknya. Contohnya, kata dermawan menunjukkan
sikap yang berada di antara kikir dan boros, sedangkan kata pemberani
mencerminkan sikap yang berada di antara penakut (al-jubn) dan nekad
(tahawur), serta masih banyak contoh lainnya dalam bahasa Arab. Lawan
kata dari moderasi adalah berlebihan, atau tatharruf dalam bahasa Arab,
yang mengandung makna ekstrim, radikal, dan berlebihan dalam bahasa
Inggris. Kata ekstrem juga bisa merujuk pada tindakan yang keterlaluan,
perubahan drastis, atau mengambil jalan yang berlawanan. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ekstrem didefinisikan sebagai paling
ujung, paling tinggi, dan paling keras.

Dalam bahasa Arab, terdapat setidaknya dua kata yang memiliki
makna yang sama dengan kata extreme, yaitu al-guluw dan tasyaddud.
Meskipun kata tasyaddud secara harfiah tidak disebutkan dalam Alquran,
tetapi turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, seperti syadid,
syidad, dan asyadd. Meskipun ketiga kata ini hanya menunjuk kepada kata
dasarnya, yang berarti keras dan tegas, namun tidak satu pun dari ketiganya
yang dapat dianggap sebagai terjemahan dari extreme atau tasyaddud.
Dalam konteks keagamaan, konsep berlebihan dapat diterapkan untuk
merujuk pada individu yang bersikap ekstrem dan melampaui batas serta
ketentuan syariat agama.

Dianalogikan, moderasi bisa diibaratkan sebagai gerakan dari pinggir
yang selalu menuju pusat atau sumbu (centripetal), sementara ekstremisme
adalah gerakan sebaliknya yang menjauhi pusat atau sumbu, menuju ke
sisi terluar dan ekstrem (centrifugal). Bisa juga diibaratkan seperti bandul
jam yang memiliki gerakan dinamis, tidak berhenti secara ekstrem di satu
sisi luar, melainkan bergerak menuju tengah-tengah.
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Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat
adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di
tengah-tengah antara pilihan ekstrem yang ada. Di sisi lain, ekstremisme
beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku yang melampaui
batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Oleh
karena itu, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang,
sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu
bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Tentu diperlukan ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan
apakah suatu cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tergolong
moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat dibuat dengan merujuk pada
sumber-sumber terpercaya, seperti teks-teks agama, konstitusi negara,
kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap seimbang antara
pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap
praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda (inklusif).
Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini akan
mencegah kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatisme, dan sikap
revolusioner dalam beragama. Seperti yang telah diisyaratkan sebelumnya,
moderasi beragama adalah solusi untuk mengatasi dua kutub ekstrem
dalam beragama, yaitu kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu
sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Moderasi beragama sejatinya merupakan kunci terciptanya toleransi
dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Memilih
moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama
adalah kunci untuk menjaga keseimbangan, demi memelihara peradaban
dan menciptakan perdamaian. Dengan cara ini, setiap umat beragama
dapat memperlakukan orang lain dengan hormat, menerima perbedaan,
dan hidup bersama dalam damai dan harmoni. Di dalam masyarakat
multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bukan hanya sekadar
pilihan, melainkan keharusan (Saifudin, 2019: 15).
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Prinsip Dasar Moderasi: Adil dan Berimbang

Salah satu prinsip fundamental dalam praktik moderasi beragama adalah
menjaga harmoni antara dua aspek, seperti keseimbangan antara akal dan
wahyu, keselarasan antara dimensi jasmani dan rohani, keseimbangan hak
dan kewajiban, harmoni antara kepentingan individual dan kemaslahatan
bersama, serta seimbangnya antara kewajiban yang diwajibkan dan
kebaikan yang dilakukan dengan sukarela. Selain itu, moderasi beragama
juga mengharuskan keseimbangan antara teks agama dan interpretasi
ijtihad ulama, serta harmonisasi antara gagasan ideal dan realitas praktis,
sambil tetap mempertahankan keseimbangan antara refleksi terhadap
masa lalu dan pandangan terhadap masa depan.

Inti dari moderasi beragama adalah memperlakukan semua konsep
yang berpasangan dengan cara yang adil dan seimbang, baik dalam
pandangan, respons, maupun praktik. Dalam KBBI, istilah adil dijelaskan
sebagai: 1) tidak memihak atau berat sebelah; 2) mendukung kebenaran;
dan 3) tindakan yang sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Sama halnya
dengan seorang wasit yang memimpin pertandingan, moderasi beragama
menganjurkan sikap yang tidak memihak, melainkan mengutamakan
kebenaran.

Prinsip selanjutnya yaitu keseimbangan, merujuk pada sudut pandang,
sikap, dan komitmen untuk selalu mendukung keadilan, kemanusiaan, dan
kesetaraan. Bersikap seimbang tidak berarti tidak memiliki pendapat;
mereka yang mengadopsi sikap seimbang tetap teguh namun tidak
tegas, karena selalu mengedepankan keadilan. Keberpihakan mereka
tidak pernah melampaui batas sehingga tidak merugikan hak orang lain.
Keseimbangan dapat diartikan sebagai cara pandang yang mengutamakan
keseimbangan dalam melakukan sesuatu, tidak berlebihan atau kurang,
tidak konservatif maupun liberal.

Mohammad Hashim Kamali (2015) menjelaskan bahwa dalam konsep
moderasi (wasathiyah), prinsip keseimbangan (balance) dan keadilan
(justice) mengandung makna bahwa dalam beragama, individu seharusnya
tidak mengadopsi pandangan yang ekstrem, melainkan harus selalu
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berusaha mencari titik temu. Kamali menekankan bahwa wasathiyah
adalah aspek yang krusial dalam Islam, namun seringkali diabaikan oleh
umatnya, meskipun sebenarnya wasathiyah adalah inti ajaran Islam.

Moderasi bukan hanya nilai yang diajarkan oleh Islam, tetapi juga ada
dalam ajaran agama lain. Secara lebih luas, moderasi dianggap sebagai
kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan
dalam kehidupan personal, keluarga, serta masyarakat, termasuk hubungan
antarmanusia yang lebih luas.

Dua nilai utama, yaitu adil dan berimbang, dapat lebih mudah
terwujud jika seseorang memperlihatkan tiga karakter pokok dalam
dirinya: kebijaksanaan (wisdom), ketulusan (purity), dan keberanian
(courage). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, yang selalu
memilih jalan tengah, dapat lebih mudah diterapkan ketika seseorang
memiliki pemahaman agama yang memadai untuk bersikap bijak, mampu
menahan godaan sehingga dapat bersikap tulus tanpa beban, dan tidak
egois dalam tafsir kebenaran sendiri sehingga berani mengakui perspektif
kebenaran dari orang lain, serta berani menyampaikan pandangan
berdasarkan ilmu.

Dengan formulasi lain, tiga syarat terpenuhnya sikap moderat
dalam beragama adalah: memiliki pengetahuan yang luas, mampu
mengendalikan emosi agar tidak melampaui batas, dan selalu berhati-hati.
Dalam simplifikasi, dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga kata kunci untuk
mencapai moderasi beragama, yaitu: berilmu, berbudi, dan berhati-hati.

Jika dijelaskan lebih rinci, kita dapat mengidentifikasi beberapa sifat
tambahan yang harus dimiliki sebagai prasyarat untuk moderasi beragama.
Misalnya, pentingnya memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai
ritual ibadah. Memahami secara menyeluruh hukum pelaksanaan ibadah
dalam suatu agama dapat membantu umatnya dalam memilih alternatif
jika diperlukan, namun tentu saja dengan prinsip bahwa hal tersebut bukan
untuk meremehkan atau memperlakukan enteng praktik ritual keagamaan.
Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam
beragama, sejauh dimungkinkan dalam pelaksanaannya. Meskipun
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kondisi ini cukup sulit dipenuhi, mengingat asumsinya adalah bahwa umat
harus benar-benar memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif
dan kontekstual.

Sebagai contoh, belum lama ini muncul penolakan terhadap imunisasi
vaksin Campak Rubela (MR) dari sebagian kelompok beragama karena
adanya ketidakpastian terkait hukumnya. Padahal, vaksin tersebut sangat
penting untuk mencegah penyebaran penyakit campak dan rubela.
Penolakan ini juga diperkuat dengan fatwa MUI No. 33 Tahun 2018
yang menyatakan kebolehannya atau mubah, dengan dasar pada kondisi
darurat syar’iyah, pendapat ahli yang kompeten, dan belum ditemukan
vaksin MR yang halal dan suci hingga saat ini. Untuk melakukan moderasi
antara kepentingan kesehatan dan pertimbangan keagamaan ini, tentu
diperlukan pengetahuan komprehensif yang bersumber dari beragam
pandangan tokoh agama.

Dengan pengetahuan keagamaan yang memenuhi kriteria di atas,
seorang penganut agama dapat dengan mudah mengembangkan sifat
terbuka, terutama dalam menghadapi keragaman dan perbedaan. Ini
merupakan hakikat dari moderasi beragama. Di negara yang plural
dan multikultural seperti Indonesia, pandangan moderasi beragama
menjadi sangat krusial untuk memungkinkan dialog antar masyarakat,
mengakomodasi beragam agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu
pengetahuan, serta tradisi dan adat istiadat lokal.

Moderasi beragama mendorong umat beragama untuk tidak bersifat
eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi,
dan bergaul dengan berbagai komunitas, sambil selalu belajar dan
memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama mengajak
setiap umat beragama untuk menghindari sikap ekstrem dan berlebihan
dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir
agama, serta mengupayakan sikap adil dan berimbang untuk dapat hidup
dalam kesepakatan bersama.

Dalam konteks bernegara pada masa awal kemerdekaan, prinsip
moderasi mampu menyatukan tokoh-tokoh kemerdekaan dengan
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berbagai perbedaan dalam isi kepala, kepentingan politik, serta agama
dan kepercayaan yang beragam. Mereka bersatu di tengah-tengah, mencari
titik temu untuk bersama-sama menerima bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam
menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dianggap
sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negara-bangsa.

Sarjana Muslim, Ismail Raji al-Faruqi (w. 1986), mengelaborasi
makna berimbang (tawazun) atau the golden mean sebagai sikap untuk
menghindarkan diri dari dua kutub ekstrem yang tidak menguntungkan,
sambil berusaha mencari titik temu untuk menggabungkannya. Sikap
berimbang berarti menghindari mementingkan diri sendiri secara absolut
di satu sisi dan mementingkan orang lain secara absolut di sisi lain;
mengejar kebahagiaan pribadi di satu sisi, dan menjaga kebahagiaan
bersama di sisi lain. Demikian seterusnya, selalu mengambil jalan tengah
yang berimbang (Kamali 2015: 31).

Dalam era disrupsi teknologi dan informasi saat ini, di mana setiap
individu menghadapi banjir informasi, prinsip adil dan berimbang
dalam moderasi beragama dapat menjadi nilai yang bermanfaat untuk
mengelola informasi dan meminimalisir berita bohong (hoax). Moderasi
beragama memberikan pelajaran untuk berpikir dan bertindak bijaksana,
menghindari fanatisme atau obsesi buta terhadap satu pandangan
keagamaan individu atau kelompok tanpa mempertimbangkan pandangan
keagamaan orang atau kelompok lainnya.

Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama

Setiap agama mengajarkan konsep penyerahan diri sepenuhnya kepada
Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Pengabdian kepada Tuhan
ini tercermin dalam kesiapan untuk mengikuti petunjuk-Nya dalam
kehidupan sehari-hari. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan,
tidak bersedia menjadi hamba bagi yang lain, dan juga tidak boleh
diperhambakan oleh yang lain. Inilah inti dari nilai keadilan antarmanusia
sebagai sesama makhluk Tuhan.
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Manusia, sebagai hamba Tuhan, diberi mandat untuk memimpin
dan mengelola bumi dengan keunggulan budi pikir. Pengelolaan bumi ini
diperlukan untuk menciptakan kemaslahatan bersama, menjadi salah satu
visi kehidupan utama yang ditekankan oleh agama. Karena keterbatasan
manusia, tugas ini diarahkan pada bangsa dan negara: bagaimana manusia
mengelola bumi tempat tinggalnya agar tercapai kemaslahatan bersama,
yakni terwujudnya bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa.
Kerangka pikir ini hadir dalam setiap agama sebagai keyakinan bahwa
mencintai negeri adalah bagian dari keimanan. Keseimbangan antara
keagamaan dan kebangsaan menjadi modal besar bagi kemaslahatan
bangsa.

Moderasi beragama mengandung nilai dan praktik yang paling sesuai
untuk mencapai kemaslahatan di bumi Indonesia. Sikap mental yang
moderat, adil, dan seimbang menjadi kunci penting dalam mengelola
keragaman kita. Dalam berkontribusi untuk membangun bangsa dan
negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang
untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai dan harmonis. Jika
hal ini dapat diwujudkan, setiap warga negara dapat menjadi manusia
Indonesia yang utuh, sekaligus menjalankan agama dengan sepenuh hati.

Seperti telah disampaikan, ajaran untuk menjadi moderat bukanlah
eksklusif bagi satu agama saja, melainkan hadir dalam tradisi berbagai
agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Prinsip adil dan berimbang,
yang telah dijelaskan sebelumnya, juga mendapat penghormatan tinggi
dalam seluruh ajaran agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang
menganjurkan perlakuan zalim atau mengajarkan sikap berlebihan.

Ajaran wasathiyah, seperti dijelaskan sebelumnya, merupakan salah
satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata ini memiliki setidaknya tiga makna,
yaitu: pertama, bermakna tengah-tengah; kedua, bermakna adil; dan
ketiga, bermakna yang terbaik. Tiga makna ini tidak berdiri sendiri atau
terisolasi satu sama lain, karena sikap berada di tengah-tengah seringkali
mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik.
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Contoh yang mudah dimengerti dalam kehidupan sehari-hari
adalah kata wasit, yang merujuk pada seseorang yang menengahi sebuah
permainan, diharapkan selalu bertindak adil dan membuat keputusan
terbaik bagi semua pihak. Contoh lainnya, seperti kedermawanan yang
berada di tengah-tengah antara keborosan dan kekikiran, atau keberanian
yang berada di tengah-tengah antara rasa takut dan sikap nekad.

Dari sejumlah tafsiran, istilah wasatha berarti dipilih, yang terbaik,
bersikap adil, rendah hati, moderat, istiqamah, mengikuti ajaran, tidak
ekstrem, baik dalam hal-hal duniawi atau akhirat. Wasathiyah juga tidak
ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, tetapi tetap seimbang di
antara keduanya. Secara lebih rinci, wasathiyah berarti sesuatu yang
baik dan berada dalam posisi di antara dua kutub ekstrem. Oleh karena
itu, ketika konsep wasathiyah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,
seseorang tidak akan memiliki sikap ekstrem.

Dalam berbagai kajian, wasathiyat Islam sering diterjemahkan sebagai
justly-balanced Islam, the middle path, atau the middle way Islam, di mana
Islam berfungsi sebagai mediator dan penyeimbang. Istilah-istilah ini
mencerminkan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan jalan tengah
untuk menghindari ekstremisme dalam beragama.

Konsep wasathiyat sering dipahami sebagai mencerminkan prinsip-
prinsip moderat (tawassuth), toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), dan
adil (i ‘tidal). Oleh karena itu, istilah ummatan wasathan sering digunakan
sebagai a just people atau a just community, merujuk pada masyarakat atau
komunitas yang adil.

Kata wasath juga umum digunakan oleh orang Arab untuk
menunjukkan arti khiyar (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, ia adalah
orang yang wasath, berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya.
Sehingga, sebutan umat Islam sebagai ummatan wasathan adalah suatu
harapan agar mereka dapat menjadi umat pilihan yang selalu bersikap
menengahi dan adil.

Islam mengajarkan sikap moderat baik dalam ibadah sebagai individu
maupun dalam interaksi sosial sebagai anggota masyarakat. Prinsip ini
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menjadi sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Alquran, dan hadis
Nabi. Salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi:
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“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat
pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia
dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan)
kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu)
kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam
kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke
belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali
bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan
menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa atribut wasathiyah yang diberikan
kepada komunitas muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan
sosial dengan komunitas lain. Seorang individu atau komunitas muslim
hanya dapat disebut sebagai saksi (syahidan) jika memiliki komitmen
terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan pemahaman kata “wasath” dalam konteks moderasi, hal ini
menuntut umat Islam untuk menjadi saksi dan sekaligus menjadi objek
penyaksian, menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama
menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai panutan yang dapat dijadikan
teladan dalam setiap aktivitasnya.

Tingkat komitmen seseorang terhadap moderasi sejatinya
mencerminkan sejauh mana komitmen mereka terhadap nilai-nilai
keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin besar
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peluangnya untuk berlaku adil. Sebaliknya, semakin seseorang tidak
moderat dan bersikap ekstrem, semakin besar kemungkinan ia berbuat
tidak adil.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad
saw. sangat mendorong umatnya untuk selalu mengambil jalan tengah,
yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi
menyatakan bahwa “Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”.

Di Indonesia, konsep wasathiyah atau moderasi sering diuraikan
melalui tiga pilar, yaitu: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan
moderasi perbuatan.

Pillar pertama, moderasi pemikiran, mencakup pemahaman
keagamaan yang moderat. Ini ditandai oleh kemampuan untuk menyatukan
teks dan konteks, artinya pemikiran keagamaan tidak hanya berfokus pada
teks-teks keagamaan dan tidak memaksakan interpretasi baru pada teks,
tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis. Seorang yang
memegang pemikiran keagamaan yang moderat tidak hanya bersandar
pada teks, namun juga tidak akan terlalu liberal dan mengabaikan teks.

Pillar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal
ini, gerakan penyebaran agama yang bertujuan untuk mengajak pada
kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan harus didasarkan pada ajakan
yang berlandaskan pada prinsip perbaikan dan dilakukan dengan cara
yang baik. Sebaliknya, mencegah kejahatan tidak boleh dilakukan dengan
melakukan kejahatan baru, seperti kekerasan.

Pillar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan,
yang melibatkan penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan
kebudayaan masyarakat set